RINGKASAN

PROSEDUR PENERBITAN TANGGAPAN KOREKSI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA MITRA KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) BONDOWOSO,
Indah Aprilia Susanti, NIM D42210894, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik,
Politeknik Negeri Jember, Dimas Haryo Subayu, A.Md. Kb. N. (Pembimbing
Lapang), dan Bapak Arisona Ahmad, S.E., M.SA. Ak. (Dosen Pembimbing
Magang).

Politeknik Negeri Jember merupakan Perguruan Tinggi yang dikenal sebagai
salah satu Institusi Pendidikan Tinggi yang fokus pada program Pendidikan
Vokasional. Sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan keterampilan
praktis, dengan proses perkuliahan yang mengintegrasikan teori dan praktik secara
langsung. Persentase teori dan praktik masing-masing 40% dan 60%. Pendidikan
Vokasional dirancang untuk menekankan penguasaan keterampilan teknis melalui
pengalaman langsung di lapangan. Salah satu komponen utama dalam proses
pendidikan vokasi adalah kegiatan magang. Program Magang merupakan kegiatan
wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa pada semester VII untuk
jenjang Sarjana Terapan (D-IV), termasuk mahasiswa Program Studi Akuntansi
Sektor Publik dengan total waktu 700 jam setara dengan 4 (empat) bulan efektif
terhitung sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
Adapun instansi yang dipilih adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Bondowoso. Program magang dilaksanakan di 5 bidang seksi yaitu Subbagian
Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, serta
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal.

Seksi Pencairan Dana memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan
bahwa alokasi anggaran yang sudah direncanakan dapat digunakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas yang diemban oleh seksi pencairan dana
adalah melakukan Koreksi atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
Koreksi ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian yang
terjadi dalam pengajuan SPM oleh satuan kerja yang menggunakan anggaran

pemerintah. Proses koreksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses
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pencairan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu dasar hukum yang
menjadi acuan dalam melaksanakan tugas ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran,

pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
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